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PRAKATA

Pemanfaatan tailing merupakan salah satu upaya pengelolaan tailing yang tercantum dalam
Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan \[o}
SK.594/MENLHK/SETJEN/PLA.O/12/2018 tentang Pelaksanaan Roadmap Pengelolaan
Tailing PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Penyusunan Kajian
Rencana Induk Pemanfaatan Tailing berangkat dari kajian-kajian sebelumnya terkait
pemanfaatan tailing. Upaya penyusunan rencana induk ini sebagai landasan dalam
pemanfaatan tailing menjadi produk bernilai ekonomi berbasis pengembangan wilayah.
Dalam pengolahan tailing sebagai produk bernilai ekonomi, integrasi antara wilayah sekitar
rantai pasok dengan komoditas lainnya yang berhubungan dengan tailing, multiplier effect
kegiatan pengolahan tailing terhadap wilayah dan lingkungan sekitar serta perkembangan
sektor lain berbasis non tailing pun perlu dipertimbangkan dengan baik sehingga bermanfaat
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara maksimal.

Materi yang disajikan dalam laporan akhir ini utamanya meliputi hasil detail analisis faktor
produksi, proses produksi dan distribusi serta rencana program spasial dan aspasial dalam
kegiatan pengolahan tailing sebagai produk bernilai ekonomi.

Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu penyusunan
buku ini. Tim penyusun menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan, sehingga tim
penyusun bersedia menerima kritik dan saran untuk menyempurnakan hasil kajian yang kami
lakukan. Akhir kata, tim penyusun berharap hasil studi yang dilakukan bermafaat bagi
pembaca.

Ketua Tim Kajian Masterplan Tailing,

Ir. Andi Oetomo, MPL.
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan perusahaan PMA yang bergerak di bidang
pertambangan Tembaga dan Emas dan telah beroperasi sejak tahun 1972 di Kabupaten
Mimika, Provinsi Papua. Saat ini PT Freeport Indonesia mengoperasikan tambang terbuka
Grasberg dan tambang bawah tanah DOZ (Deep Ore Zone) dan Big Gossan dengan target
produksi harian sekitar 240 ribu ton bijih. Tambang DMLZ, tambang GBC, dan tambang
Kucing Liar (KL) saat ini sedang dikembangkan dan diharapkan dapat berproduksi sesuai
rencana. Di sisi lain, total produksi tambang PT Freeport Indonesia yang tinggi juga
berimplikasi pada tingginya limbah yang dihasilkan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor SK.101/Menlhk/Setjen/PLA.0/1/2019 atas Perubahan Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor SK.594/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2018 tentang
Pelaksanaan Roadmap Pengelolaan Tailing PT Freeport Indonesia Di Kabupaten Mimika,
Provinsi Papua dengan total produksi sebesar 160.000 ton/hari, maka Total Suspended Solids
(TSS) yang dihasilkan akan sebesar 15.000-17.000 mg/L. Produksi tersebut masih di bawah
produksi normal yaitu sebesar 200.000 ton/hari, sehingga TSS diperkirakan mencapai 17.000-
18.000 mg/L. Oleh karenanya diperlukan upaya terintegrasi dalam menangani permasalahan
limbah tailing yang dihasilkan PT Freeport Indonesia dalam rangka membangun
keseimbangan antara pemanfaatan dan upaya pelestarian sumber daya dan lingkungan.

Hasil kajian pemanfaatan tailing menunjukkan adanya peluang besar pengembangan produk-
produk berbasis tailing yang bisa memberikan nilai ekonomi bagi daerah. Selain itu,
munculnya berbagai peluang berupa penawaran baik dari perusahaan luar negeri dan dalam
negeri dalam memanfaatkan tailing, memberikan konsekuensi pada perlunya pengaturan
dalam memanfaatkan tailing di PTFI. Beberapa produk berbasis tailing yang memiliki nilai
kelayakan secara finansial yaitu paving block dan mortar. Dengan adanya kajian sebelumnya
semakin menegaskan bahwa pemanfaatan tailing memungkinkan untuk dilakukan. Salah satu
rekomendasi dari kajian tersebut yaitu perlu disusunnya masterplan dalam pemanfaatan taling
sebagai pengembangan wilayah.

Kabupaten Mimika sebagai daerah yang paling terdampak adanya tailing menjadi salah satu
stakeholder penting dalam merespon peluang ini. Selain dikarenakan alasan ekonomi,
kegiatan masterplan pemanfaatan tailing diharapkan mampu mewadahi sekaligus
memberikan pengaturan terhadap berbagai stakeholder yang terlibat. Pemanfaatan tailing
juga perlu mempertimbangkan integrasi dengan wilayah sekitar rantai pasoknya dengan
komoditas terkait lainnya, serta bagaimana dampak terhadap wilayah sekitar maupun
terhadap perkembangan sektor yang tidak berbasis tailing. Melalui dukungan PTFI yang
berkepentingan dalam menjalankan roadmap Kementrian Lingkungan Hidup yaitu Surat
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
SK.101/Menlhk/Setjen/PLA.0/1/2019 atas Perubahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor SK.594/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2018 tentang Pelaksanaan
Roadmap Pengelolaan Tailing PT Freeport Indonesia Di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua,
maka perlu kerjasama yang baik antara pemerintah Kabupaten Mimika dengan PTFI terutama
dalam menyepakati target dan langkah-langkah dalam memanfaatkan tailing di lingkungan
PTFI.
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PENDAHULUAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, diperlukan kajian rencana induk (master Plan) dalam
pemanfaatan tailing. Kajian ini diharapkan menjadi landasan pemerintah Kabupaten Mimika
dalam mempersiapkan strategi dan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan tailing yang
berkelanjutan di masa mendatang.

1.2 Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan Kajian Pemanfaatan Tailing dan
Pengembangan Wilayah tahun 2021. Tujuan dilaksanakannya kajian ini yaitu Tersusunnya
Dokumen Rencana Induk (Master Plan) Dalam Pemanfaatan Tailing. Sasaran untuk
mencapai tujuan ini sebagai berikut.

1. Terumuskannya kesiapan faktor produksi pemanfaatan tailing

2. Terumuskannya ketentuan proses produksi pemanfaatan tailing

3. Tersusunnya model distribusi pemanfaatan tailing (pemasaran dan penjualan)

4. Terumuskannya bentuk kelembagaan tata Kelola pemanfaatan tailing dan rekomendasi
kebijakan

1.3 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam pekerjaan ini yaitu di Kabupaten Mimika dengan batas wilayah
sebagai berikut :

e Bagian Utara : Kec Uwapa, Kec Mapia, dan Kec Kamu, Kab Nabire, Kec Tigi, Kec Tigi
Timur, dan Kec Paniai Timur, Kab Paniai, serta Kec llaga, dan Kec Beoga, Kab Puncak
Jaya

e Bagian Selatan : Laut Arafuru

e Bagian Barat : Kabupaten Kaimana

e Bagian Timur : Kabupaten Asmat

1-3



PENDAHULUAN

> } SmwuNambesamo Raya
- PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGELOLAAN DAN
-~ g PEMANFAATAN TAILING DI KABUPATEN MIMIKA

PETA ADMINISTRASI KABUPATEN MIMIKA

Puncak Jaya

U SKALA1:1.250.000

Nabire Intan Jaya 3 0510 20 30 40 50
G o ———— 0]

Puncak Sistem Koordinat: WGS 1984 UTM Zone 53S
Panisl Projection: Transverse Mercator
2 Datum: WGS 1984

Kaimana

Lanny Jayd ¢ DIAGRAM LOKASI
v 2 - VwowE  WooE | eovE

Mimika

KETERANGAN
'S Agimuga Mimika Barat Tengah
' Jia Mimika Bary
Jita Mimika Timur

Asmat Kualakencana Mimika Timur Jauh
Laut Arafury
Kwamkinarama Mimika Timur Tengah
Mimika Barat Tombagapura
Mimika Barat Jauh

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Peta Dasar dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022

PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

el

Kepulauan Ay

Gambar 1-1 Peta Administrasi Kabupaten Mimika
Sumber: Hasil Analisis, 2022

1.4 Luaran Kegiatan

Luaran dari kegiatan ini yaitu diperolehnya kesepakatan stakeholder pemanfataan tailing
mengenai :

Rencana Program Pembangunan Aspatial
Rencana Program Pembangunan Spatial & Infrastruktur
Kelembagaan Tata Kelola Pemanfaatan Tailing

1.5 Landasan Hukum

Kegiatan ini mengambil landasan hukum sebagai berikut :

UU No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 6 tahun 2021 tentang tata
cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No
SK.101/Menlhk/PLA.0/1/2019 juncto Kepmen LHK Nomor
SK.594/MENLHK/SETJEN/PLA.O/12/2018
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Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan
Persyaratan Pengelolaan Limbah B3

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut

Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2013 tentang Rawa
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. Tahun 1993 tentang Reklamasi Rawa
Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67
Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan
Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal
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TINJAUAN KEBIJAKAN

Pada bagian

ini akan ditinjau kebijakan-kebijakan yang akan menunjang kegiatan

pemanfaatan tailing, lingkungan hidup, serta infrastruktur strategis. Berikut adalah daftar
kebijakan-kebijakan yang akan dianalisis dalam bagian ini.

1

2

3

Pertambangan

Lingkungan Hidup

Tata Ruang dan
Infrastruktur
Strategis

=

Tabel 2-1 Daftar Tinjauan Kebijakan

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu
Bara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang
Reklamasi dan Pascatambang

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.
101/MenLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 594/MenLHK
/PLA.0/12/2018 tentang Pelaksanaan Roadmap Pengelolaan Tailing PT
Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika Provinsi Papua

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Perizinan Pengelolaan Limbah B3

Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2013 tentang Rawa

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 64 Tahun 1993 tentang Reklamasi
Rawa

Kebijakan di Tingkat Nasional

1.

2.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 56 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Kebijakan di Tingkat Provinsi Papua dan Papua Barat

1.

2.

3.

Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2013 tentang Pembangunan Jalan dalam
Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Peraturan Derah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033

Kebijakan di Tingkat Kabupaten/Kota di Areal Pemanfaatan |

1.

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No. 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Mimika 2011 — 2031

Kebijakan di Tingkat Kabupaten/Kota di Areal Pemanfaatan I

©No gk wDdPE

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nabire
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dogiyai
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paniai
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Puncak
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Puncak Jaya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nduga
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asmat
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaimana

Kebuakan di Tingkat Kabupaten/Kota di Areal Pemanfaatan IlI

Nookwbdr

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lanny Jaya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tolikara

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamberamo Tengah
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarmi

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Intan Jaya

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Waropen

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Keerom
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8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura

9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mappi

10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boven Digoel

11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Yahukimo

12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura

13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamberamo Raya
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Yapen

15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Biak Numfor

16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Fakfak

17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Wondama
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni

19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari

20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak
22. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sorong Selatan
23. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sorong

24. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tambrauw

25. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong

26. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Raja Ampat
Kebijakan di Tingkat Kabupaten/Kota di Areal Pemanfaatan 1V
1. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku

2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kepulauan Aru

3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tual

2.1 Kebijakan di Bidang Pertambangan

2.1.1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-
Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Mineral dan batu bara merupakan sumber daya tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara
dan pengembangan dan pendayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah
Daerah bersama dengan pelaku usaha. Selanjutnya, dalam rangka penyelenggaraan
desentralisasi dan otonomi daerah, dimana pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara
dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta mendorong terciptanya pembangunan
berkelanjutan, maka pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang
No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dikeluarkannya Undang-
Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan penguasaan mineral dan
batubara dikembalikan ke pemerintah pusat.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) sebagai
bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan (WHP) yang merupakan landasan bagi penetapan
kegiatan usaha pertambagan. WP terdiri atas WUP, WPR, WPN dan WUPK.

Terkait dengan kegiatan pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia, maka jenis pertambangan
yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah pertambangan mineral logam. Operasi
penambangan PTFI saat ini didasarkan pada Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi
Produksi atau IUPKOP sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.
2053/K/30/MEM/2018 tanggal Desember 21 Tahun 2018 untuk menggantikan Kontrak Karya
(KK) tahun 1991 sebelumnya yang diatur dalam UU Minerba No0.4/2009 dan perubahannya
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UU No.3/2020. Izin ini merupakan kelanjutan dari KK, dengan jangka waktu IUPKOP sampai
dengan tahun 2041. Ini mencakup baik wilayah produksi WIUPKOP seluas 100 km2 maupun
wilayah pendukung WPIUPKOP seluas 116.783 Ha yang membentang dari pegunungan
Jayawijaya ke utara (dekat Puncak Jaya dan Carstenz Glacier), ke Laut Arafura di selatan.

Undang-Undang ini menyatakan bahwa dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang

baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:

1. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan

2. Keselamatan operasi pertambangan

3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi
dan pascatambang

4.  Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara

5. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk
padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas
ke media lingkungan

Kewajiban lain yang diatur dalam Undang-Undang ini bagi pemegang IUP dan IUPK adalah:

Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan,

Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air,

Memberikan rencana reklamasi dan pasca tambang

Menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang.

Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan atau batubara dalam pelaksanaan

penambangan, pengolahan, dan pemurnian, serta pemanfaaatan mineral dan batubara

6. Mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah dalam melakukan kegiatan

operasi produksi

Menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

8. Memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan
kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara

ok owpE

N

Dalam konteks kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia, Undang-
Undang ini memberikan landasan mengenai hak-hak yang diterima serta kewajiban-
kewajiban yang harus dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Adapun penjelasan rinci
mengenai pelaksanaan atau tata cara kewajiban yang harus dilakukan akan diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

2.1.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010
tentang Reklamasi dan Pascatambang

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pengembangan kegiatan pertambangan adalah
dampak negatif terhadap lingkungan. Beberapa dampak lingkungan akibat kegiatan
pertambangan antara lain, penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, terjadinya
erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsoran, terganggunya flora dan
fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim mikro. Oleh karenanya
diperlukan kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang tepat serta terintegrasi dengan
kegiatan pertambangan. Selain itu kegiatan reklamasi ini harus dilakukan sedini mungkin dan
tidak harus menunggu proses pertambangan secara keseluruhan selesai dilakukan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan
Pascatambang menjadi salah satu dasar bagi PT Freeport Indonesia untuk melaksanakan
reklamasi dan pascatambang. Dalam Peraturan Pemerintah ini, setiap pemegang IUP
eksplorsi dan IUPK eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi dan pemegang IUP operasi
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produksi dan IUPK operasi produksi wajib melaksanakan tidak hanya reklamasi tapi juga
pascatambang. Dua kegiatan tersebut dilakukan pada lahan yang terganggu pada kegiatan
pertambangan dengan sistem dan mode pertambangan terbuka dan bawah tanah.

Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IUPK
wajib memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan,
keselamatan dan kesehatan kerja, serta konservasi mineral dan batubara.

1. Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan

perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta
udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;

penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam
tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;

pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;

memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan

perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2. Keselamatan dan kesehatan kerja

perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja/ buruh; dan
perlindungan setiap pekerja buruh dari penyakit akibat kerja

3. Konservasi mineral dan batubara

penambangan yang optimum;

penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan pemurnian yang efektif dan
efisien;

pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marjinal, mineral kadar rendah, dan
mineral ikutan serta batubara kualitas rendah; dan

pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak
tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian

Dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang, pemegang IUP atau IUPK wajib
melakukan beberapa hal sebagai berikut.

1. Penyusunan rencana reklamasi dan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Rencana reklamasi dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.

Tabel 2-2 Substansi Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang

Jangka Waktu 5 tahun (tidak diatur)
Substansi 1. Tata guna lahan sebelum dan sesudah 1. Profil wilayah, meliputi lokasi dan
ditambang aksesibilitas wilayah, kepemilikan
2. Rencana pemukaan lahan dan peruntukan lahan, rona
3. Program reklamasi terhadap lahan lingkungan awal, dan kegiatan
terganggu yang meliputi lahan bekas usaha lain di sekitar tambang;
tambang dan lahan di luar bekas 2. deskripsi kegiatan pertarnbangan,

meliputi keadaan cadangan awal,

sistem dan metode penambangan,
pengolahan dan pemurnian, serta
fasilitas penunjang;
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tambang! yang bersifat sementara dan 3. rona lingkungan akhir lahan

atau permanen pascatambang, meliputi keadaan
4. Kriteria keberhasilan meliputi standar cadangan tersisa, peruntukan lahan,
keberhasilan penataan lahan, morfologi, air permukaan dan air
revegetasi, pekerjaan sipil, dan tanah, serta biologi akuatik dan
penyelesaian akhir teresterial;
5. Rencana biaya reklamasi terdiri atas 4. program pascatarnbang, meliputi
biaya langsung dan tidak langsung e reklamasi pada lahan bekas
tambang dan lahan di luar bekas
tambang

e pemeliharaan hasil reklamasi
e pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat

e pemantauain

5. organisasi termasuk jadwal
pelaksanaan pascatambang;

6. kriteria keberhasilan pascatambang;
dan

7. rencana biaya pascatambang
meliputi biaya langsung dan biaya
tidak langsung

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang

Rencana reklamasi dan pasca tambang harus disetujui oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai kewenangan dan diajukan bersamaan dengan pengajukan
permohonon IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi. Apabila belum memenuhi
ketentuan, maka Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mengembalikan rencana
reklamasi dan pasca tambang pada pemegang IUP dan IUPK, untuk dikembalikan dan
disampaikan kembali rencananya dalam kurun waktu paling lama 30 hari kalender.
Rencana reklamasi dan pasca tambang yang telah disetujui dapat dirubah apabila terjadi
perubahan atas: 1) sistem dan metode penambangan yang telah disetujui, 2) kapasitas
produksi, 3) umur tambang, 4) tata guna lahan, dan atau 5) dokumen lingkungan hidup
yang telah disetujui oleh instansi berwenang. Pengajuan perubahan diberikan waktu
paling lambat 180 hari kalder sebelum pelaksanaan reklamasi tahun berikutnya.
Pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi
dan pascatambang yang telah disetujui

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi
setiap satu tahun kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai
kewenangannya dan mereka melakukan evaluasi terhadap evaluasi terhadap laporan
yang diserahkan

Pemberitahuan tingkat keberhasilan reklamasi dan pascatambang pada pemegang IUP
dan IUPK

Selain menjelaskan tata cara pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, Peraturan
Pemerintah ini juga menjelaskan mengenai jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.

! Lahan di luas bekas tambang meliputi tempat penimbunan tanah tertutup, tempat penimbunan
sementara dan tempat penimbunan bahan tambang, jalan, pabrik/instalasi pengolahan dan pemurnian,
bangunan/instalasi sarana penunjang, kantor dan perumahan, pelabuhan khusus, dan atau lahan
penimbunan dan atau pengendapan tailing
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Tabel 2-3 Jaminan Reklamasi dan Pascatambang

Penetapan Sesuai dengan Rencana Sesuai dengan Rencana Sesuai dengan Rencana
Reklamasi yang disusun Reklamasi yang disetujui Pascatambang yang
disetujui
Bentuk Ditempatkan pada Bank ¢ Rekening Bersama pada Ditempatkan pada Bank
Pemerintah dalam bentuk bank Pemerintah Pemerintah dalam
deposito berjangka » Deposito berjangka pada bentuk deposito
bank Pemerintah berjangka

e Bank garansi pada bank
Pemerintah atau bank
swasta nasional

e Cadangan akuntansi

Jangka  Waktu Paling lambat 30 hari Paling lambat 30 hari kalender ~ Paling lambat 30 hari

Penempatan kalender setelah rencana  setelah rencana reklamasi kalender setelah rencana
kerja dan anggaran biaya disetujui pascatambang disetujui
tahap eksplorasi disetujui

Keterangan Tidak menghilangkan Tidak menghilangkan Tidak menghilangkan
kewajiban untuk kewajiban untuk kewajiban untuk
melaksanakan reklamasi melaksanakan reklamasi melaksanakan

pascatambang

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang

Setelah melaksanakan pascatambang, maka pemegang IUP operasi produksi dan IUPK
operasi produksi wajib menyerahkan lahan pascatambagn pada pihak yang berhak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan melalui Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangan. Pemegang IUP dan IUPK dapat mengajukan permohonan
penundaan penyerahan lahan baik sebagian atau seluruhnya kepada Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila lahan yang telah direklamasi masih
diperlukan untuk pertambangan

2.1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.
101/MenLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri _Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 594/MenLHK
[PLA.0/12/2018 tentang Pelaksanaan Roadmap Pengelolaan Tailing PT
Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika Provinsi Papua

Tujuan dari roadmap pengelolaan tailing adalah untuk mencapai target yang ditetapkan dalam
SK 175/2